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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Dokumen Reviu ke-5 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan 

Negeri Muara Teweh  Kelas II pada Tahun  2019.  

Dokumen Reviu ke-5 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri 

Muara Teweh Kelas II pada Tahun 2019 ini menguraikan Visi, Misi dan Tujuan 

serta Sasaran Strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

dalam rentang waktu tahun 2015 – 2019 kedepan dan dijabarkan pula Indikator-

Indikator Kinerja Utama untuk dapat mengukur tingkat pencapaian kinerja setiap 

tahunnya. 

Ada beberapa perubahan yang dilakukan pada dokumen reviu ke-5 

dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, hal ini terjadi pada perubahan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada matrik IKU yang sudah 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan 

Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dan Reviu Rencana Strategis 

Mahkamah Agung RI 2015-2019 dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku.  

Pada dasarnya RENSTRA merupakan suatu perencanaan jangka menengah 

yang dimaksud agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi 

dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan 

keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. 

Dengan tersusunnya RENSTRA ini, diharapkan adanya peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Muara 

Teweh Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu dokumen 

RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan di Pengadilan Negeri Muara Teweh  Kelas II agar setiap kegiatan yang 

dapat dilakukan dapat menjadi input bagi tercapainya Indikator Kinerja yang telah 

ditetapkan. 
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RENSTRA ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun 

sangat kami sadari masih adanya kekurangan-kekurangan didalamnya, oleh sebab 

itu perbaikan-perbaikan akan tetap kami lakukan apabila diperlukan sesuai 

dengan skala prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh 

Kelas II. 

Semoga Reviu Ke-5 Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Muara 

Teweh Kelas II pada Tahun 2019 ini bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Muara 

Teweh Kelas II untuk mewujudkan Visi dan Misi Terwujudnya Pengadilan Negeri 

Muara Teweh  Kelas II Yang Agung. 

 

 
 
 
 Muara Teweh, 31 Januari 2020 
 Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, 
 
 
 
  
 CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH.,MH 
 NIP.19800328 200312 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Dalam Bab I ini disajikan kondisi umum Pengadilan Negeri Muara Teweh dimana 

Pengadilan Negeri Muara Teweh diwajibkan menyusun Reviu Dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis 

(Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan 

Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. 

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 –2019 dalam kerangka Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 memasuki tahapan ketiga, 

diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan 

Mahkamah Agung RI dan jajaran Badan Peradilan dibawahnya merupakan bagian dari 

memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum Pembangunan 

sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas ke empat RPJMN 2015 – 2019. 

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh terdiri dari 2 (dua) wilayah 

kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Utara dengan ibukota kabupaten Muara Teweh yang 

terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 10 (sepuluh) kelurahan dan 93 (sembilan 

puluh tiga) desa serta Kabupaten Murung Raya dengan ibukota kabupaten Puruk Cahu 

dengan semboyan “Tira Tangka Balang” terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 9 

(sembilan) kelurahan  dan 115 (serartus lima belas) Desa. Pengadilan Negeri Muara 

Teweh terletak di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara yang merupakan bagian 

dari wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. 

Pada tahun 1968 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan 

Wilayah Hukum Pengdilan Tinggi Banjarmasin Pengadilan Negeri Muara Teweh  berdiri. 

Kantor Pengadilan Negeri Muara yang pertama beralamat di Jalan Tugu No. 11 Muara 

Teweh kemudian pada tahun 1974 Gedung Pengadilan Negeri Muara Teweh yang 

berlokasi di Jalan Yetro Sinseng mulai dibangun dan selesai pada tahun 1975.  
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Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan 

sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum, dalam 

pasal 50 menyatakan, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh  

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi mengadili (Judicial Power) 

Yakni menerima, memeriksa, mengadilai dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. 

2. Fungsi  Pembinaan, 

Yakni memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 

3. Fungsi Pengawasan, 

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan Jurusita pengganti 

dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan. 

4. Fungsi Nasehat, 

Yakni memberi pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 

5. Fungsi Administratif 

Yakni menyelenggarakan administari peradilan (teknis dan persidangan) dan 

administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum) 

6. Fungsi lainnya 

Pelayanan penyuluhan Hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya 

serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai Pengganti Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007  

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan . Dengan perubahan 

perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah 
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menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, 

administrasi peradilan maupun bidang teknis yudisial. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Negeri memiliki 20 (dua puluh) orang 

pegawai yang terdiri dari Hakim 3 (tiga) orang  dan pegawai 17 (tujuh belas) orang 

termasuk Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita dan staff.  

Pada tahun 2007 pembangunan tahan I gedung kantor Pengadilan Negeri Muara 

Teweh dibangun di areal Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan dana bersumber dari 

DIPA Pengadilan Negeri Muara Teweh senilai Rp. 1.690.000.000,- (satu milyar enam 

ratus sembilan  puluh juta rupiah). Pada tahun 2008 Kegiatan Pekerjaan Tahap II 

Finishing Tahap I dan pembangunan tahap III Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri 

Muara Teweh senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta  rupiah). 

Pekerjaan tahap IV Finishing tahap III Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Muara 

Teweh dilanjutkan untuk Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu 

miliyar rupiah). 

Pembangunan gedung baru ini dilanjutkan kembali pada tahun 2015 dengan 

menggunakan sumber dana dari APBN yaitu Pembangunan Gedung Pengadilan 

Negeri Muara Teweh Tahun Anggaran 2015 dengan biaya Rp3.900.000.000 (tiga 

milyar sembilan ratus juta rupiah). Pembangunan gedung baru ini dilanjutkan kembali 

pada tahun 2016 dengan menggunakan sumber dana dari APBN yaitu Lanjutan 

Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun Anggaran 2016 

dengan biaya Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima  ratus juta rupiah). Gedung Pengadilan 

Negeri Muara Teweh telah  dapat digunakan 100%, dan masih diperlukan Proses 

Finishing lanjutan. 

        Gedung Lama Pengadilan Negeri Muara Teweh 
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Gedung Baru Pengadilan Negeri Muara Teweh 

 

 

 

 

 

 

1.1. Kondisi Umum 
 

Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan Pengadilan Negeri kelas II dalam 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sebagai Pengadilan Negeri dalam 

lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Muara 

Teweh merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri 

Muara Teweh sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang 

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat 

pertama. 

Selain itu Pengadilan Negeri Muara Teweh juga menyediakan layanan hukum 

berupa informasi, konsultasi, dan saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan melalui pelayanan Posbakum pada kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh. 

Pada bulan oktober tahun 2018 Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menerapkan 

sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.  

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, 

ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Melalui PTSP ini Pengadilan 

Negeri Muara Teweh ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik 

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah 

dokumen dilakukan di dalam satu tempat. 

Tugas dan peran Pengadilan Negeri Muara Teweh saat ini didukung dengan 

beberapa aplikasi pelayanan publik yaitu : 
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1. Aplikasi Elektronik Surat Keterangan (Eraterang) yang Merupakan media 

elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada 

Pengadilan Negeri; 

2. Aplikasi Elektronik Court (e-Court) perkara diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam fungsinya 

menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan 

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Jenis 

perkara yang dapat didaftarkan melalui e-Court adalah perkara Perdata, 

yaitu: Perkara Perdata Gugatan,  

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi 

berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. 

Selain itu Pengadilan Negeri Muara Teweh juga membuat beberapa inovasi dalam 

hal pelayanan publik seperti :  

1. Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (E-SKUM) ini merupakan inovasi 

pelayanan peradilan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari 

keadilan yaitu untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam menghitung 

panjar biaya perkara gugatan, permohonan, banding, kasasi dan peninjauan 

kembali; 

2.  Index Kepuasan Masyarakat Elektronik (E-IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Penilaian biasanya 

dilakukan secara manual yaitu dengan memasukan koin smiley dan mengisi 

kuesioner dengan menjawab pertanyaan yang ditentukan. Penilaian 

pelayanan diberikan pada masing-masing bagian yaitu Perdata, Pidana, 

Hukum dan Umum; 

3.  Sistem Pendaftaran Perkara Permohonan Online (SP3O) Aplikasi ini hanya 

digunakan untuk pendaftaran permohonan  perubahan akte kelahiran, ganti 

nama dan  pengesahan perkawinan. 

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas telah melaksanakan Akreditasi 

Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Tahun 2017, dan pada Tanggal 20 

November 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas telah menerima Sertifikat  

Akreditasi di Kota Makassar dengan Mendapatkan Nilai Akreditasi “A”(Excellent). 

Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum ini dilakukan Kembali 

setiap 6 (enam) bulan  selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan rencana assessment 

surveilan yang ada. Saat ini Pengadilan Negeri Muara Teweh mampu mempertahankan 



REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS 

(RENSTRA)  
2015-2019 

 

 6 

 

penilaian “A” (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

berdasrkan Assesment Surveilance akhir tahun 2019. 

Berdasarkan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan 

strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah ditetapkan arahan kebijakan dalam 

beberapa strategi perubahan pada : 

1) Fungsi peradilan 

2) Manajemen perkara 

3) Manajemen sumber daya manusia 

4) Manajemen sumber daya keuangan 

5) Manajemen sarana dan prasarana 

6) Manajemen informasi teknologi 

7) Transparansi peradilan 

8) Fungsi pengawasan 

 Sebagai  upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan 

misi Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya. 

  Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI tak 

luput dari tuntutan untuk menyelaraskan diri dengan strategi perubahan yang telah 

ditetapkan dalam cetak biru tersebut. 

    

1.2. Potensi dan Permasalahan 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri 

tingkat pertama dalam lingkup Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri 

Muara Teweh berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam 

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan 

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 sebagai kerangka rencana jangka 

menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam 

upayanya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. 

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara 

Teweh dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor 

strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh 

terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan Organization (Organisasi) yang 

ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi. 
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a. Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat 

mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan 

kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan. 

1. Kekuatan (strength) 

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten; 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai; 

- Potensi Lingkungan internal yang memadai; 

- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru. 

2. Kelemahan 

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia di lingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut 

masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih 

sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tetang 

mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka 

sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan 

prasarana TI; 

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana 

pelayanan publik; 

- Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai; 

- Pelayanan Publik belum maksimal; 

- Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik; 

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan 

volume pekerjaan sesungguhnya; 

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut 

kepaniteraan dan kesekretariatan; 

- Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi; 

- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome. 

b. Analisis Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang 

dapat berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri Muara Teweh yakni 

berupa : 

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan 

masyarakat setempat; 

- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat 

setempat; 
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- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang dan jasa 

menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan jasa. 

Dari Analisis lingkungan internal dan ekternal diatas, potensi permasalahan pada 

Pengadilan Negeri Muara Teweh dipetakan kembali melalui analisa SWOT.  

SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan 

mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor Strengths, Weakness, 

Opportunities, dan Threats dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini 

diperkenalkan oleh Albert Humprey dalam sebuah Kongres di Stanford University 

pada 1960 dan 1970. 

1. Strengths (kekuatan) meliputi : 

a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh beserta segenap pihak 

yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri; 

b. Sumber daya manusia yang cukup kompeten; 

c. Koordinasi Internal yang cukup baik; 

d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas, 

pokok, dan fungsi (TUPOKSI); 

e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

2. Weakness (kelemahan) meliputi : 

a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang  

belum merata; 

b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil; 

c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik; 

d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan  

prosedur belum merata; 

e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi 

lama; 

f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI); 

3. Opportunities (peluang) meliputi : 

a. Adanya peraturan perundang-undangan  sebagai  

landasan peradilan; 

b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan; 

c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan 

yang ada; 

d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru; 
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e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat manjadi 

motivasi untuk berkembang; 

4. Threats (hambatan) meliputi : 

a. Terbatasnya sumber dana; 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana; 

c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada; 

 

Pengadilan Negeri Muara Teweh khususnya pada pengelolaan sarana dan 

prasarana memiliki Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan publik sebagai 

berikut : 

 
1. Sarana / Prasarana Gedung  

 
 

NO 

 

SARANA/PRASARANA GEDUNG 

 

JUMLAH 

UNIT 

1 2 3 

1 RUANG KETUA 1 

2 RUANG WAKIL KETUA 1 

3 RUANG PANITERA 1 

4 RUANG SERVER 1 

5 RUANG RAPAT PIMPINAN 1 

6 RUANG KEBAKTIAN 1 

7 RUANG ARSIP PIDANA 1 

8 RUANG ARSIP PERDATA 1 

9 RUANG HAKIM 1 

10 RUANG SEKRETARIS 1 

11 RUANG SIDANG CAKRA 1 

12 RUANG SIDANG TIRTA II 1 

13 RUANG SIDANG  RAMAH ANAK 1 

14 RUANG KEPANITERAAN PERDATA 1 

15 RUANG KEPANITERAAN PIDANA 1 

16 RUANG KEPANITERAAN HUKUM 1 

17 RUANG MEDIASI DAN DIVERSI 1 
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18 RUANG UMUM DAN KEUANGAN 1 

19 RUANG PERENCANAAN TI DAN 

PELAPORAN 

1 

20 RUANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK 1 

21 RUANG BARANG BUKTI 1 

22 RUANG PANTRI 1 

23 RUANG JURUSITA 1 

24 RUANG PEPUSTAKAAN 1 

25 RUANG LAKTASI 1 

26 RUANG RAMAH ANAK 1 

27 RUANG KESEHATAN 1 

28 RUANG TELECONFERENCE 1 

29 RUANG JAKSA 1 

30 RUANG POSBAKUM 1 

31 RUANG RAPAT SERBA GUNA 1 

32 GUDANG  2 

33 RUANG TAHANAN WANITA 1 

34 RUANG TAHANAN PRIA 1 

35 TOILET 16 

 

2. Fasilitas Kantor 

NO 
Sarana/Prasarana Fasilitas 

Perkantoran 
Jumlah 

1 2 3 

1 Personal Computer 17 

2 Printer 8 

3 Laptop 15 

4 Fingerprint 1 

5 Smart TV Samsung (Samsung) 1 

6 AC Split (Panasonic) 10 
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7 Server (Fujitsu) 2 

8 Router (TP-Link) 1 

9 Unit Power Supply UPS (ICA) 5 

10 Scaner (Peralatan Personal) 2 

11 Monitor (LG) 1 

12 Telepon Pararel (PABX) 8 

13 Lemari kayu Toga dan Jas  11 

14 Lemari kayu arsip  13 

15 Meja kerja Ketua Pengadilan Negeri  1 

16 Meja kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri  1 

17 Meja kerja Panitera  1 

18 Meja kerja Sekretaris  1 

19 Meja Informasi (Resepsionis) 1 

20 Kursi Informasi (Kursi Zeis) 2 

21 Kursi Majelis Hakim  7 

22 Kursi hitam terdakwa  15 

23 Kursi Penitera Pengganti hitam  1 

24 Meja Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat 

Hukum  

2 

25 Kursi Sofa  Ketua PengadilanNegeri, Wakil 

Ketua PengadilanNegeri, Panitera, dan 

Sekretaris  

4 

26 Meja Kasubbag dan Panmud  7 

27 Meja kerja kayu staff  1 

28 Kursi kerja Ketua Pengadilan Negeri  1 

29 Kursi kerja Hakim  5 

30 Kursi kerja Kasubbag dan Panmud  7 

31 Kursi kerja biru staff  19 

32 Kursi besi panjang 23 

33 Meja kerja  12 

34 Kursi besi metal pertemuan 25 
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35 Rak kayu arsip 15 

 

a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi  (Laptop untuk hakim) 

Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk tahun 2019 yaitu: 

NO NAMA KUANTITAS 

1 2 3 

1 LAPTOP 4 

 

 

b. Pada tahun 2019 telah diterima bantuan alat-alat untuk menunjang keperluan 

Kantor dan e-Court yaitu sebagai berikut : 

 

NO NAMA KUANTITAS 

1 2 3 

1 MESIN FOTOCOPY XEROX 1 

2 PC.UNIT ALL IN ONE HP AIO PRO ONE 4 

3 UPS.PC.UNIT 4 

4 SERVER PUJITSU INTEL XEON 1 

5 RAK SERVER 1 

6 VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID 1 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 
 

2.1 Visi dan Misi 

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai 

dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungi dalam mencapai sasaran atau target yang 

ditetapkan dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam cetak biru MA 2010-2035. 

Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 

yang Agung” 

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai badan peradilan dibawah mahkamah 

Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan input 

bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi mahkamah agung. Oleh karena itu PN Muara 

Teweh menetapkan Visi yang selaras dengan Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya 

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung” 

Visi ini bermakna menjalankan kekuasan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. 

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi 

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. 

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan hal-hal yang harus dicapai untuk mewujudkan 

visi yakni apa yang dirumuskan sebagai Misi.  

Dalam Blue Print Mahkamah Agung 2010-2035 tertuang Misi Mahkamah Agung yakni : 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Kulaitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 
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2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis 

 Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus 

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan 

tujuan strategis organisasi.  

 Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.  

 Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam upayanya mencapai visi dan misi yang 

telah ditetapkan diatas merumuskan tujuan yang tetap berpedoman pada tujuan 

strategis yang ditetapkan Mahkamah agung untuk periode tahun 2015-2019 adapun 

indikator kinerja utama untuk mengukur capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri 

Muara Teweh adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi;  

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.  

 
 Dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 

2015-2019, disusunlah Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun 

kedepan. Pengadilan Negeri Muara Teweh menyelaraskan sasaran strategisnya sebagai 

upaya untuk memberikan input bagi tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung itu 

sendiri.  

 

 Dari 4 (empat) sasaran strategis diatas, diuraikan menjadi 18 (delapan belas) 

indikator beserta target yang akan dicapai dan dimuat dalam Perjanjian  Kinerja, berikut 

ini tabel target dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri 

Muara Teweh. 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1.   Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

1. Persentase Sisa Perkara Perdata 
yang Diselesaikan 

100 % 

  

  

 2. Persentase Sisa Perkara Pidana 

yang Diselesaikan 
100 % 
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3. Persentase Perkara Perdata yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 
87 % 

4. Persentase perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 
87  % 

5. Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

80 % 

6. Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

80 % 

7. Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

80 % 

8. Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan 

Diversi 

10 % 

9. Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
85 % 

2.   Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

1. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu 

80 % 

  

  

  

  

 2. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Pidana yang dikirim 

kepada Para Pihak Tepat Waktu 

80 % 

3. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 
15 % 

4. Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, 

dan PK yang Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu 

100 % 

5. Persentase Putusan Perkara 

yang Menarik Perhatian 

Masyarakat yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam Waktu 1 

Hari Setelah Putus 

90 % 
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3.   Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi Masyarakat 

Miskin dan Terpinggirkan 

1. Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan 100 % 

  

  

 2. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

10 % 

3. Persentase Pencari Keadilan 
Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 

80 % 

4.   Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 

10 % 

 

a. Indikator Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel. Dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan 

 

2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan 

 

3. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu 

 

4. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 

5. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding 

 

6. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
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7. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

 

8. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui Diversi 

 

9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

 

b. Indikator Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

Dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu 

 

2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 

Tepat Waktu 

 

3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 
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5. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat 

Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 

 

c. Indikator Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan. Dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 

 

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 

 

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

 

 

d. Indikator Sasaran 4 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan. Dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

utama digambarkan sebagai berikut : 
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NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1.  Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara Perdata 

yang Diselesaikan  

 

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 
100% 

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 
 

Catatan : 

 Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun 

sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya 

yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa 

perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 

tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

2.   Persentase Sisa Perkara Pidana 

yang Diselesaikan  

 

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 
100% 

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 
 

Catatan : 

 Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun 

sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya 

yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 

tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

3.   Persentase Perkara Perdata yang 

Diselesaikan Tepat Waktu  

 

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 
 

Catatan : 

 Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. 

Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada 

bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 

tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat 

banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

4.   Persentase perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu  

 

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 
 

Catatan : 

 Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. 

output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada 

bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 

tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 

5.   Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding  

 

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 100% 
Jumlah Perkara Diputus 

 

Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam 

jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data 

pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

6.   Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

  

 

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 
100% 

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 
 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

7.   Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali  

 

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% 
Jumlah Perkara yang Telah Diputus 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 
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Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus 

pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator 

ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 

Laporan Tahunan 

8.   Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan Diversi

  

 

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan 
Diversi 100% 
Jumlah Perkara Pidana Anak 

 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

9.   Index Kepuasan Pencari Keadilan

  

 

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap 
Layanan Peradilan 100% 
Jumlah Responden Pencari Keadilan 

 

Catatan : 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan 

Publik 

10.  Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat waktu  

 

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim 
kepada Para Pihak tepat waktu 100% 
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 

 

Catatan : 

 Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

11.   Persentase Salinan Putusan 

Perkara Pidana yang dikirim 

kepada Para Pihak Tepat Waktu  

 

Jumlah Salinan Putusan  Perkara Pidana yang dikirim 
kepada Para Pihak Tepat waktu 100% 
Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 

 

Catatan : 

 - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan 

Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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12.   Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi  

 

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
100% 

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 
 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

13.   Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu  

 

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi 
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 

100% 
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi 
dan PK 

 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

14.   Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses Secara Online 

dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

  

 

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam 
Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% 
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 
Masyarakat 

 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 



REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS 

(RENSTRA)  
2015-2019 

 

 26 

 

Catatan : 

  

15.  Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan  

 

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 
100% 

Jumlah Perkara Prodeo 
 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

16.   Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan  

 

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

100% 
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

 

Catatan : 

  

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

17.   Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)  

 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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Catatan : 

  

18.  Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi)  

 

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

100% 
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan 
dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 

Catatan : 

 adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah 

jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan 

berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada 

bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang 

ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 
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Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan 

Kinerja Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

RI 

Dengan program ini sasaran startegis yang ingin dicapai adalah  

- Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal 

baik Internal maupun Eksternal. 

- Terwujudnya transparansi pengelola SDM lembaga Peradilan berdasarkan 

Parameter objektif. 

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain: 

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI 

Dengan program ini sasaran strategis yang ingin di capai adalah: 

- Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, 

Efektif, Efisien. 

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain: 

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Dengan program ini sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: 

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

- Meningkatkanya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

- Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain : 

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Muara Teweh  

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 

tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh 

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :  

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.  

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

 Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :  

 Sasaran Strategis 1 :  

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel 

 Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

1. Proses berperkara yang sederhana dan murah;  

2. Penguatan akses peradilan;  

3. Penataan ulang manajemen perkara  

Sasaran Strategis 2 :  

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan  

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara, ditetapka arah kebijakan sebagai berikut :  

1. Modernisasi manajemen perkara  

2. Integrasi informasi perkara secara elektronik 

3. Penguatan Sumber Daya Manusia Kepaniteraan.  

Sasaran Strategis 3 :  

Meningkatkan Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi relisasi meningkat 

setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran dibandingkan 
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dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga 

sikap masyarakat yang malu/tidak yang terhadap layanan tersebut. Hal ini 

diharapkan ke dapan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan parka bagi 

masyarakat miskin dan penguatan alokasi anggaran. Selaian itu sosilisasi terkait 

pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dengan bekerja sama dengan 

Pos Bantuan Hukum. 

 

b. Sidang Keliling/Zitting plaats 

Sidang Keliling/ zitting plaats yang dalam pelaksanaanya selain melayani 

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga  telah 

dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak 

identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pelaksana Sidang Keliling ini 

dengan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat 

untuk mempermudah para pencari keadilan. 

 

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum 

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disedikakan untuk membantu 

masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal 

membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar 

persidangan (non litigasi). Petugas jaga PosBantuan Hukum juga diberikan 

penghargaan dan pelatihan terkait program-program yang ada di Pengadilan Negeri 

Muara Teweh Kelas II. 

 

Sasaran Strategis 4 :  

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal 

Baik Internal Maupun Eksternal 

 Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Penataan ulang manajeman perkara 

 

3.2. Kerangka Regulasi 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka 

regulasi menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu 

dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan: 

“RPJM Nasional merupakan penjebaran dari visi, misi dan Program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi 

pembangunan Nasional, Kebijakan umum, Program Kementrian/ lembaga dan 
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lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 

termasuk arah kebijakan  fisikal dalam rencana kerja yang berupa kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan “Seiring Perencanaan Pembangunan Nasional 

tersebut diatas dan UU Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-

undang , guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional harusnya 

terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regualasi peraturan 

perundang-undangan yang berkualitas. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM 

periode ke II tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk 

melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum 

nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan 

hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional 

Jangka Menegah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan 

hukum dalam berbagai asepek kehidupan berkembang makin mantap serta 

profesionalisme aparatur negara dipusat dan daerah makin mampu mendukung 

nasional. Dalam melaksanakan program  prioritas pemerintah yang tertuang 

dalam RPJM tahun 2015-2019  yang diamanatkan  kepada setiap kementrian 

/lembaga maka kementrian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka 

regulasi yang  yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran 

kelembagaan. Kerangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku 

masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala 

Bappenas Nomot: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 

dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 

2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman 

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka 

regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah: 

 Mengarahkan proses perncanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan. 

 Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian 

prioritas pembangunan. 

 Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan 

pembentukan regulasi. 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam 

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-
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2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang 

dibuat Mahkamah Agung sudah barang  tentu akan selalu sering dengan kebijakan 

lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. 

Pengadilan  Negeri Muara Teweh Kelas II yang merupakan satuan kerja di bawah 

Mahkamah Agung sudah seharusnya mengikuti kerangka regulasi yang dibuat oleh 

Mahkamah Agung dan menaati setiap regulasi yang dibuat untuk turut membantu 

meralisasikan Program Mahkamah Agung dan Pemerintah. 
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KERANGKA REGULASI 

No               Isu Strategis  Arah Kebijakan 2015-2019   Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi Penanggung Jawab 

1 Terwujudnya Proses 
 peradilan yang pasti, 
Transparan, dan Akuntabel 

 Peningkatan sisa  
perkara Perdata dan  
Pidana yang diselesaikan 

 Peningkatan perkara 
Perdata dan Pidana yang 
diselesaikan tepat waktu 

 Penurunan Sisa Perkara 
Perdata dan Pidana 

 Peningkatkan perkara 
Yang Tidak Mengajukan  
Upaya Hukum Banding, 
Kasasi dan PK 

 Peningkatan Perkara  
Pidana Anak yang  
Diselesaikan dengan  
Diversi 

 Pelaksanaan Standar 
Operasional prosedur 
(SOP) terkait 
Penanganan perkara 
Pidana dan perdata. 

 Pelaksanaan Court 
Kalender dengan tertib 

 Penyediaan anggaran 
Penyelesaian perkara. 

 Meningkatkan pelatihan 
Hakim Anak 

 Pembuatan SOP 
Penanganan 
Perkara pidana  
Dan perdata 

 Surat Usulan  
Peserta Diklat 
Hakim Anak. 
 

            Panitera 

2 Peningkatan Efektititas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

 Peningkatan penyampaian 
Isi Putusan yang diterima 
Oleh para Pihak Tepat  
Waktu. 

 Peningkatan Perkara yang  
Diselesaikan melalui Mediasi 

 Peningkatan berkas perkara 
Yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara  

 Penjadwalan  
Penyampaian Putusan 
Dengan tepat. 

 Peningkatan kapasitas  
Mediator 

 Meningkatan ketepatan 
Waktu penyelesaian 
Administrasi perkara 

 Pembuatan SOP 
Penanganan 
Perkara pidana 
Perdata 

 Surat Usulan  
Peserta Diklat 
Hakim Mediator 

       Panitera 
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Lengkap dan tepat waktu. 
 Peningkatan putusan 

Perkara yang menarik 
Perhatian masyarakat yang 
Dapat diakses secara online 
Dalam waktu 1 hari setelah 
putus 

3 Meningkatkan Akses  
Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggiran 

 Peningkatan Perkara 
Prodeo yang diselesaikan 

 Peningkatan Perkara yang 
Diselesaikan diluar Gedung 
Pengadilan 

 Peningkatan Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

 Penyedia Anggaran 
Posbakum, sidang 
Keliling dan Penyelesaian 
Perkara Prodeo 

 Menjalin Kerja sama 
Pelayanan hukum dengan 
Hukum dengan pemda 
Barito Utara dan pemda  
Murung Raya 

 Membuat SK KPN 
Ketua  
Pengadilan  
Ngeri Muara  
Teweh Kelas II 
Tentang  
Kerjasama 
Posbakum 

 

         Panitera 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

Peningkatan Putusan Perkara 
Perdata yang ditindaklanjuti 
(Dieksekusi) 

 Melakukan Koordinasi yang 
     Intensif dengan pihak-pihak 
     Terkait dalam perencanaan 
     Dan pelaksanaan eksekusi 

 Surat perintah 
Pelaksanaan 
Eksekusi 

 Surat  
Pemberitahuan 
Kepada kelurahan 
Setempat 

 Surat Permohonan 
Bantuan pengamanan  
Polres setempat 
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3.3. Kerangka Kelembagaan 

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II merupakan Pengadilan tingkat 

pertama yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum yaitu: Kabupaten Barito 

Utara dan Kabupaten Murung Raya. Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur 

organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas 

II dilaksanakan  Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dengan 

dibantu Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dan Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. 

 Mengenai Kelembagaan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maupun Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 

tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum maupun Undang-undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Adapun tata kerja 

kepeniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 

 

Undang-undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Pasal 1: 

1) Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan 

peradilan umum. 

Undang-undang Nomor 8 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang 

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Pasal 2: 

2) Pengadilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya. 

Pasal 4: 

1)   Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukum    

  meliputi wilayah kabupaten/kota. 

   Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Pasal 10: 

1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, 

Sekretaris dan Jurusita. 

Pasal 11: 

1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua. 
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Undang-undang Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 

Pasal 2: 

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang adalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan . 

Pasal 4: 

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan . 

Pasal 6: 

(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas: 

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan  

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

    (3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas: 

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus; 

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A; 

c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan 

d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II. 

Pasal 57: 

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II adalah aparatur tata usaha 

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh kelas II . 

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II di Pimpin oleh Panitera. 

Pasal 58: 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian  

dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat   

yang berkaitan dengan perkar. 

Pasal 59: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan   

Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan dibidang teknis: 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara pidana; 

d. Pelaksanaan pengelolaan sdministrasi perkara khusus; 

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan 

transparasi perkara; 
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f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program 

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan 

peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 

Kepaniteraan; 

g. Pelaksanaan mediasi; 

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan; 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri; 

Pasal 60: 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II 

a. Panitera Muda Perdata 

b. Panitera Muda Pidana 

c. Panitera Muda Khusus dan 

d. Panitera Muda Hukum 

Pasal 61: 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang  

perdata. 

Pasal 62: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda  

Perdata menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjakan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan; 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak; 

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding 

,kasasi dan peninjauan kembali; 

h.  pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyempaikan 

relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

i. Pelaksanaan Penerimaan Konsinyasi; 

j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

k.  Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada; 
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l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang dierikan oleh Panitera 

Pasal 63: 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang  

pidana. 

Pasal 64: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda  

Pidana menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana 

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. Pelaksanaan ditribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan . 

e. Pelaksanaan Penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penyitaan dan penyidik; 

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang 

tidak hadir; 

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan  kembali kepada para pihak. 

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

k. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pembertahuan isi putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahakamah Agung. 

l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakawa; 

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan ekdsekusi; 

n. Pelaksanaan penyimpanan berkas yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 

o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara tyang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

p. Pelaksanaan urusan tata urusan Kepaniteraan dan 

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera 
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Pasal 65: 

 Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 

dibidang  

 perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan  

 industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan pernikahan serta 

perkara  

 khusus lainnya yang diperlukan. 

 Pasal 66: 

(1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang 

dapat diangkat paling banyak 5 orang. 

(2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

 Pasal 67: 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda 

Khusus menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Khusus; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus; 

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan 

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan 

dari penyidik; 

g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara 

kepailitan; 

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 

j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding , kasasi dan 

peninjuan kembali kepada para pihak; 

k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 
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l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

m.  Pelaksanan Pemberitahuan isi putusan upaya hukum Kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa 

n. Pelaksanaan Penerima Permohonan eksekusi; 

o. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

q. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan dan 

r. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh panitera. 

 Pasal 68: 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan , 

pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan: 

Pasal 69: 

Panitera melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera 

Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

d. Pelaksanaan penataan, penyampaian dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara. 

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparasi perkara 

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan 

masyarakat; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 



REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS 

(RENSTRA)  
2015-2019 

 

 41 

 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II 
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Pasal 279: 

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur tata usaha  

segera yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. 

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris. 

Pasal 280: 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian dukungan dibandingkan administrasi, organisasi, keuangan, 

sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan  Pengadilan 

Negeri Muara Teweh Kelas II. 

Pasal 281: 

         Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, 

Kesekretariatan       Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. Pelaksanaan urusan keuangan; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 

f. Pelaksanaan urusan surut menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakan; dan 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II. 

Pasal 282: 

         Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri: 

a. Subbagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelporan; 

b. Subbagian Kepgawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

Pasal 283: 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 
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Pasal 284: 

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian ,penataan 

organisasi dan tata laksana. 

Pasal 285: 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Kelas II pada pokoknya adalah melakukan upaya dalam 

rangka mendukung tercapai arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah 

Agung tahun 2015-2019. 

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik terkait dengan teknis dan 

administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan 

administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai 

kerangka kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 

dalam ikut serta mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis 

Mahkamah Agung 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

Dalam rangka perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan 

Negeri Muara Teweh Kelas II memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :  
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Target Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015 - 2019 

No 

Sasaran Strategis Target Strategi 

Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 
Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
Anggaran 

1 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang Diselesaikan 

100 100 100 100 100 Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Layanan Pos 
Bantuan 
Hukum (240 
Jam) 

24.000.000 

  Persentase Sisa 
Perkara Pidana yang 
Diselesaikan 

100 100 100 100 100   Perkara 
Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan  
melalui 
sidang 
diluar 
gedung 
pengadilan 
(2 Perkara) 

2.900.000 

Persentase Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu 

87 87 87 87 87   Perkara 
Peradilan 
Umum yang 
diselesaikan 
di 
Pengadilan 
Negeri 
Muara 
Teweh Kelas 
II ( 260 
Perkara) 

103.220.000 
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Persentase perkara 
pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

87 87 87 87 87     

Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

80 80 80 80 80     

Persentase Perkara 
Yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

80 80 80 80 80     

Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

80 80 80 80 80     

Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi 

10 10 10 10 10     

Index Kepuasan 
Pencari Keadilan 

85 85 85 85 85     

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang dikirim 
kepada Para Pihak 
tepat waktu 

80 80 80 80 80     

  Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Pidana yang dikirim 

80 80 80 80 80     
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kepada Para Pihak 
Tepat Waktu 

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

15 15 15 15 15     

Persentase Berkas 
Perkara yang 
Dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan 
PK yang Diajukan 
Secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100 100 100 100 100     

Persentase Putusan 
Perkara yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 
Dapat Diakses Secara 
Online dalam Waktu 
1 Hari Setelah Putus 

90 90 90 90 90     

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
Diselesaikan 

100 100 100 100 100     

  Persentase Perkara 
yang Diselesaikan di 
Luar Gedung 
Pengadilan 

10 10 10 10 10     

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 

80 80 80 80 80     
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Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

10 10 10 10 10     
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Teweh 
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung 
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

 

No Tujuan Target 
jangka 

Menengah 
(5 Tahun) 

Sasaran Strategis Target 

 Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Peningkatan 
pelayanan dan 
transparansi 
pengadilan 

Persentase para pihak 
yang percaya 
terhadap system 
peradilan 

100 Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 
Perdata yang Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

2.    100  Persentase Sisa Perkara 
Pidana yang Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

3.    87  Persentase Perkara 
Perdata yang Diselesaikan 
Tepat Waktu 

87 87 87 87 87 

4.    87  Persentase perkara pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

87 87 87 87 87 

5.    80  Persentase Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

80 80 80 80 80 

6.    80  Persentase Perkara Yang 80 80 80 80 80 
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Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

7.    80  Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan 
Kembali 

80 80 80 80 80 

8.    10  Persentase Perkara Pidana 
Anak yang Diselesaikan 
dengan Diversi 

10 10 10 10 10 

9.    85  Index Kepuasan Pencari 
Keadilan 

85 85 85 85 85 

10.  Peningkatan 
Manajemen 
Administrasi 
Perkara 

Persentase Putusan 
dan berkas perkara 
yang dikirim tepat 
waktu 

80 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara 

Persentase Salinan 
Putusan Perkara Perdata 
yang dikirim kepada Para 
Pihak tepat waktu 

80 80 80 80 80 

11.    80  Persentase Salinan 
Putusan Perkara Pidana 
yang dikirim kepada Para 
Pihak Tepat Waktu 

80 80 80 80 80 

12.    15  Persentase Perkara yang 
Diselesaikan Melalui 
Mediasi 

15 15 15 15 15 

13.    100  Persentase Berkas Perkara 
yang Dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan PK 
yang Diajukan Secara 
Lengkap dan Tepat Waktu 

100 100 100 100 100 

14.    90  Persentase Putusan 
Perkara yang Menarik 
Perhatian Masyarakat 
yang Dapat Diakses Secara 

90 90 90 90 90 
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Online dalam Waktu 1 Hari 
Setelah Putus 

15.  Peningkatan 
akses terhadap 
pengadilan 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui pembebasan 
biaya / prodeo 

100 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo 
yang Diselesaikan 

100 100 100 100 100 

16.   Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui sidang keliling 
/ zitting plaats 

10  Persentase Perkara yang 
Diselesaikan di Luar 
Gedung Pengadilan 

10 10 10 10 10 

17.   Persentase perkara 
yang terlayani melalui 
posbakum 

80  Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

80 80 80 80 80 

18.  Peningkatan 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase kepuasan 
para pencari keadilan 
terhadap putusan 
pengadilan 

10 Meningkatnya Kepatuhan 
terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(Dieksekusi) 

10 10 10 10 10 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015-2019 ini disusun 

dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019, Cetak biru 

pembaruan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI, dan Rencana Strategis Mahkamah 

Agung RI 2015-2019 dan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sehingga 

diharapkan dengan adanya Rencana strategis ini akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Muara Teweh. Dari rencana kerja 

tahunan tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi Mahkamah Agung untuk dapat 

mengukur tingkat pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.  

Melalui Reviu Renstra Pengadilan Negeri Muara Teweh ke -5 pada tahun 2019 ini 

diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengukuran 

tingkat keberhasilan yang dicapai terhadap kegiatan pada Pengadilan Negeri Muara 

Teweh Kelas II. Renstra Pengadilan Negeri Muara Teweh ini masih banyak kekurangan 

dan akan terus dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan. 

Dengan disusunya Renstra tahun 2015 – 2019 diharapkan semua bagian pada 

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dapat menjadikannya pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran untuk tahun  2015 -2019 

sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dapat terwujud. 
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Lampiran 

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019
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RENCANA STRATEGIS 2015-2019 

 

 

NO 

 

TUJUAN 
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN  

KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 

 Peningkatan 

pelayanan dan 

transparasi peradilan 

Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa 

perkara Perdata 

yang diselesaikan. 

b. Persentase sisa 

perkara Pidana 

yang diselesaikan. 

c. Presentase perkara 

Perdata yang 

diselesaikan tepat 

waktu. 

d. Presentase perkara 

Pidana yang 

diselesaikan tepat 

waktu. 

e. Presentase perkara 

yang tidak 

mengajaukan upaya 

1. Pelaksanaan 

standar operasional 

prosedur (SOP) 

2. Penyediaan 

anggaran untuk 

biaya perkara 

3. Penyediaan 

informasi 

pelayanan bagi 

pencari keadilan 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 
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Hukum Banding,. 

f. Presentase perkara 

yang tidak 

mengajaukan upaya 

Hukum kasasi  

g. Presentase perkara 

yang tidak 

mengajaukan upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali. 

h. Presentase Perkara 

Pidana Anak yang 

diselesaikan 

dengan Diversi 

i.    Index responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

 

 Peningkatan 

Manajemen 

Peningkatan 

Efektifitas Pengelolaan 

a. Presentase isi 

Putusan yang 

Melaksanakan 

Pelatihan – pelatihan 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 
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Administrasi  Perkara Penyelesaian Perkara diterima oleh pada 

Pihak Tepat Waktu 

b. Peresentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

melalui mediasi 

c. Presentase berkas 

perkara yang 

diajukan Banding , 

Kasasi dan PK 

secara lengkap dan 

tepat waktu 

d. Presentase putusan 

perkara yang 

menarik perhatikan 

masyarakat yang 

dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari 

setelah putus. 

maupun pembinaan. Umum 

 Peningkatan akses Meningkatnya Akses a. Peresentase 1. Penyediaan Program Peningkatan  
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terhadap peradilan Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Perkara prodeo 

yang diselesaikan 

b. Presentase Perkara 

yang diselesaikan 

diluar Gedung 

Pengadilan 

c. Presentase Pencari 

Keadilan  Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

Anggaran 

Posbakum, Siadang 

Keliling dan 

Penyelesaian 

perkara Prodeo 

2. Menjalin kerja sama 

pelayanan hukum 

dengan pemda 

Bario Utara dan 

Murung Raya 

Manajemen Peradilan 

Umum 

 Peningkatan 

Kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Meningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 

Putusan Pengadilan 

Presentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

Melakukan Koordinasi 

yang intensif dengan 

pinak-pihak terkait 

dalam perencanaan 

dan pelaksanaan 

eksekusi 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 
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